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<b>ABSTRAK</b><br>

Persetujuan dari salah satu pihak dalam melakukan pengalihan harta bersama merupakan hal yang wajib
dilakukan. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Jika ditafsirkan secara a contrario Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, melarang
pengalihan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan suami/istri. Penelitian ini mengambil studi kasus
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 463 PK/Pdt/2017. Rumusan masalah dari penelitian
ini adalah keabsahan peralihan hak dan peran PPAT terhadap harta bersama perkawinan dalam Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 463 PK/Pdt/2017 dan kedudukan para pihak dalam
memberikan persetujuan pengalihan harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 463 PK/Pdt/2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif
dengan menggunakan data sekunder. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah keabsahan peralihan hak milik
terhadap harta bersama milik Tuan GOS dan Nyonya S yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari
Nyonya S adalah tidak sah. Hal ini telah melanggar ketentuan dari Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang
Perkawinan serta melanggar pula syarat sah perjanjian yaitu sepakat dan sebab yang halal yang diatur dalam
Pasal 1320 KUHPerdata. Akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Peran
PPAT terhadap harta bersama adalah membuat alas hak terkait harta yang dialihkan yaitu membuat akta jual
beli. Kedudukan para pihak dalam memberikan persetujuan pengalihan harta bersama dalam putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 463 Pk/Pdt/2017 sangat penting sebagaimana telah diatur
dalam pasal 36 Undang-Undang Perkawinan.
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<b>ABSTRACT</b><br>

The consent of one party to the transfer of community property is obligatory. This has been regulated in
Article 36 Paragraph 1 Law number 1 of 1974 on marriage. If interpreted in a contrario Article 36 Marriage
Act, transfer community property without the consent of the husband wife are prohibits. This research takes
a case study of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 463 PK Pdt 2017. The formulation
of the problem of this study is the validity of the transfer of rights and the role of PPAT on the property of
the marriage in the Supreme Court Decision No. 463 PK Pdt 2017 and the position of the partiesin granting
the transfer of community property in the Supreme Court Decision No. 463 PK Pdt 2017. Research method
used in this research isjuridical normative by using secondary data. The conclusionsin thisresearch isthe
validity of the transfer of property right against join property of Mr. GOS and Mrs. Sisinvalid. This has
violated Article 36 Paragraph 1 of the Marriage Act and aso violates the validity of an agreement which is
the concent and lawful cause who has been regulated in Article 1320 of The Civil Code. As aresult, the
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agreement can be canceled or void by law. Therole of PPAT on community property isto make aright of
ownership related to the transfer of the property. The position of the partiesin giving the consent of the
transfer against community property in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia
Number 463 Pk Pdt 2017 is very important as has been regulated in Article 36 Paragraph 1 of The Marriage

Act.



